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RANCANGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR……TAHUN……

TENTANG 

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH DI BIDANG 

POS DAN TELEKOMUNIKASI KEPADA GUBERNUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang
:
a. 
bahwa untuk lebih mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pos dan telekomunikasi, perlu melimpahkan sebagian kewenangan pemerintah kepada Gubernur;



b.
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi, pemerintah dapat melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur dengan Keputusan Presiden;   


c.
bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di  atas, maka perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah di bidang Pos dan Telekomunikasi;    
Mengingat

:
1.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3881);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3952); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang  Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara   Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara   Nomor.4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH DI BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI KEPADA GUBERNUR.
BAB I

KETENTUAN  UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pos dan Telekomunikasi.
3. Gubernur adalah Gubernur selaku Wakil Pemerintah  di Daerah.
BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Pemerintah melimpahkan sebagian kewenangan di bidang Pos dan Telekomunikasi kepada Gubernur meliputi :

a. Perposan;

b. Telekomunikasi; 

c. Frekuensi Radio;  
d. Standardisasi.
Pasal 3

Pemerintah melimpahkan sebagian kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur atas penyelenggaraan  sub sektor pos dan telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 4
Sebagian kewenangan perposan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

a. Pengawasan dan Pengendalian Jasa Pos;

b. Pengawasan dan Pengendalian  Jasa Titipan;

c. Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Pos Pedesaan;

d. Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Pos Transmigrasi dan Daerah Terpencil;

e. Pemberian Izin Jasa Titipan Agen/Cabang;

f. Pemberian Rekomendasi Izin Jasa Titipan untuk Kantor Pusat; 

g. Pembinaan filatelis.

Pasal 5
Sebagian kewenangan telekomunikasi yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  huruf b,  meliputi :

a. Pemberian Izin terhadap :

1) Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang  cakupan areanya propinsi dengan Sistem Radio Trunking dan  Radio Panggil Untuk Umum (RPUU);  
3) Amatir Radio (IAR) dan Penguasaan Perangkat Radio Amatir (IPPRA), kecuali untuk warga negara asing; 
4) Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dan  Penguasaan Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (IPPKRAP).
b. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan telekomunikasi perdesaan (pelayanan universal);
c. Pelaksanaan Penyelenggaraan Ujian Amatir Radio;
d. Pengawasan dan pengendalian terhadap:

1)
Penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan  areanya propinsi;
2)
Pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan;
3)
Penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler dan warung internet atau sejenisnya.
Pasal 6
(1) Sebagian kewenangan frekuensi radio yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi perizinan untuk : 

a. Komunikasi radio untuk taksi;

b. Handy talky;

c. Akses internet hanya untuk frekuensi 2,4 GHz;

d. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus Radio Panggil Untuk Umum (RPUU);
e. Komunikasi radio kapal motor angkutan sungai, penyeberangan dan nelayan (Land mobile) dalam wilayah propinsi;
f. Komunikasi radio kapal pelayaran antar pulau dalam wilayah propinsi.
(2)
Pemberian izin  frekuensi Radio  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melalui analisa teknis  yang pedomannya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7
Sebagian kewenangan standardisasi yang dilimpahkan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, berupa pengawasan dan pengendalian terhadap perdagangan, pembuatan atau perakitan alat dan perangkat telekomunikasi.   

BAB III

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 8
Gubernur memberitahukan kepada DPRD tentang kegiatan Dekonsentrasi.  

Pasal 9

Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya membidangi pos dan telekomunikasi.
Pasal 10
Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

PENARIKAN KEMBALI SEBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 11
(1)
Sebagian kewenangan sub sektor Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditarik kembali sebagian atau seluruhnya apabila  :

a. Sebagian kewenangan yang dilimpahkan tidak dilanjutkan karena pemerintah mengubah kebijakan, atau; 

b. Gubernur mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya; 

c. Sebagian kewenangan yang dilimpahkan tidak dilaksanakan oleh Gubernur.

(2)
Penarikan sebagian kewenangan sub sektor Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN
Pasal 12
(1)
Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dibiayai atas  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN).
(2) Penentuan besaran dan rincian biaya penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan usulan Menteri Perhubungan dan  Gubernur.  
Pasal 13 

(1) Dalam hal pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan Negara dan wajib disetor langsung ke kas Negara;

(2) Dalam hal terdapat saldo lebih anggaran pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan, maka saldo lebih tersebut disetor langsung ke Kas Negara.   

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 14
Gubernur wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan secara berkala kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
(1) Pelaporan pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Administrasi Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Gubernur wajib menyampaikan laporan/evaluasi secara triwulanan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi kepada Menteri.
(4) Menteri wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi dan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Departemen menurut ketentuan Menteri Keuangan c.q. Badan Akutansi dan Keuangan Negara serta menyampaikannya kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Pasal 16
Pemeriksaan pembiayaan pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan oleh Instansi Pemeriksa Keuangan Negara dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17
Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana   dimaksud  dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18
Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir jangka waktunya.

Pasal 19
Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi wajib menyesuaikan dengan Keputusan Presiden ini.
BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang pos dan telekomunikasi yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 21
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ...................……

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

   MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal .......................................
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK; INDONESIA TAHUN ...  NOMOR ....
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